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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, Kota Steakaerupakan kota
perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk @epatja dalam sektor
formal, maka wajar apabila para pengangguran mktakkompensasi positif
dengan memilih bekerja di sektor informal. Salatu sektor informal yang
banyak diminati para pengangguran (selain yangrslaaaa bekerja di sektor
ini) yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelompok Pedag Kaki Lima
sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalabnimbk usaha yang tak
terpisahkan dari aset pembangunan nasional yarmadisrkerakyatan, jelas
merupakan bagian integral dunia usaha nasional yamgmpunyai
kedudukan, potensi dan peranan yang sangat sHategialam turut
mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umunaaya tujuan
pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang Kakidebagai bagian
dari usaha sektor informal memiliki potensi untukermiptakan dan
memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenagg yaang kurang memiliki
kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekergektor formal
karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereki&imil

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasarNoitdor 9 Tahun

1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa usab# ¢termasuk PKL)



merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluaag@apakerja dan
memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada maksya dapat
berperanan dalam proses pemerataan dan peninglatdapatan masyarakat
serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperamdaewujudkan
stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitasy@ko pada khususnya.
Bahkan Pedagang Kaki Lima, secara nyata mampu niéabepelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasdadahi, sehingga
dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataail-hasil pembangunan.
Selain itu, kelompok PKL mempunyai potensi yang upkoesar untuk
memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapgeth Daerah (PAD)
di sektor penerimaan retribusi daerah seiring demkgédutuhan daerah dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Terlepas dari potensi ekonomi sektor informal PadggKaki Lima,
maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima di kotadkesar di Indonesia
kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintahmgete para pemilik
toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para péntiko dan pengguna
jalan, merasa terganggu dengan membeludaknya Reglagaki Lima.
Padahal dalam UUD 1945 diamanatkan dalam pasal{paskut :

Pasal 27 ayat (2) :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan daghlpodupan yang

layak bagi kemanusiaan.”



Pasal 33 ayat :

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersantadaer atas asas

kekeluargaan.”

“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdates demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi hdrlan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiriaarta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekoasianal.”

Pasal 34 ayat :

“(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial d&gruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakpm sesuai

dengan martabat kemanusiaan.”

“(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaanitéasipelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawagripgah dalam
UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita ddab@gara hukum.
Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tagggwab, kewajiban,
dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukunar Aiglak terjadi
pertentangan kepentingan dan kebutuhan antaraidodimmaupun antar
masyarakat tersebut serta tercapainya kedamaiasupetm bersama, di mana
kedamaian berarti keserasian antara kepentingagadeketentraman, atau
keserasian antara kepentingan dengan keterikatakeateebasan. ltulah yang

menjadi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sgaitggas hukum tidak



lain daripada mencapai keserasian antara kepadtiakum dengan
kesebandingan hukum.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap riptahe daerah
berupaya mengembangkan berbagai strategi atawakabiuntuk menangani
persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasifgba represif. Pilihan
strategi terkait dengan cara pandang pemerintahadap PKL. Jika
pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekongang bisa
dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasaakan lebih diarahkan
untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan rusaha bagi PKL,
memformalkan status mereka sehingga bisa mempebvalgtnan kredit bank,
dan lainnya.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istileatuk menyebut
penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilakering ditafsirkan
demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada limaalkaki tersebut
adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" ggtofyang sebenarnya
adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). iBiaiatilah Pedagang Kaki
Lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan padmmnya Di
Surakarta sendiri, selain menguntungkan, Pedagaa$i Kima juga
dipermasalahkan karena Selain itu ada Pedagang Kakia yang
menggunakan sungai dan saluran air terdekat untrkbuang sampah dan

air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih mersisagai yang ada dengan

! Soerjono Soekant&aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HukBma Cipta,
Jakarta, 1983, him. 13.

? http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki lima9 Oktober 2011, 20.11 WIB.




mematikan ikan dan menyebabkan pencemaran selaijugh menggangu
para pengendara kendaraan bermotor seperti ygaditdr Depan Monumen
Pers dan Kawasan Pasar Klewdretapi PKL kerap menyediakan makanan
atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkagasamurah daripada
membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkawrilkesehingga kerap
mengundang pedagang yang hendak memulai bisnisdengdal yang kecil
atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanyainiem bisnisnya
disekitar rumah mereka. Di Indonesia belum ada mgrdandang yang khusus
mengatur pedagang kaki lima. Padahal fenomena Bedafpki Lima sudah
merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudalmupaian
permasalahan nasional, karena disetiap kota psppedagang kaki limanya.
Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanydapat dalam
Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini hanya mengeitang pelarangan
untuk berdagang bagi Pedagang Kaki Lima di daeeanadh yang sudah
ditentukan. Namun mengenai hak-hak Pedagang Kaka lini tidak diatur di
dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang mekgilarkegiatan
usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktentu dengan
mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentugketh Pemerintah

Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan maiggursarana atau

* http://terlalu-bersama.blogspot.com/2011/12/pklgmgthg-kaki-lima-di-kota.htmP5
Desember 2011, 22.00 WIB




perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau gikaorpasang.Namun
sebaliknya, jika Pedagang Kaki Lima hanya dilihabagai pengganggu
ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akanjadiersasaran
penggusuran dan penertiban. Dalam hal ini, Pena¢rikbta Surakarta telah
menggunakan beberapa strategi untuk menangani &egl&@ki Lima, yaitu
dengan relokasi, shelterisasi, tendanisasi, geisdsik Tujuan dari
pembuatan kebijakan tersebut adalah pengelolasagBed Kaki Lima sesuai
dengan tata Kota Surakarta yang menerapkan kdbisam City

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai data yangkéngdentang
pedagang kaki lima berikut lokasi dan kondisi usgha sehingga
mempermudah pemerintah kota untuk menyusun konaeg jelas tentang
bagaimana masing-masing kategori pedagang kaki birsa diberdayakan
antara lain dengan melakukan relokasi yang disettaigan pemberian
fasilitas usaha, perizinan (formalisasi usaha), puau pinjaman modal untuk
pengembangan usaha. Kebijakan pemberdayaan pedegarigna ini juga
disinergikan dengan kebijakan-kebijakan perkotaam lain seperti penataan
dan renovasi pasar-pasar tradisional, pembangunamtrassentra
perdagangan, pembangunaitywalk dan kebijakan transportasi. Untuk
mengkoordinasikan segala upaya ini, Pemerintah Batakarta membentuk
Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai Lgenaknis terkati
pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Satuan PolishoRg Praja.

Kebijakannya dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lim&ala Surakarta

* Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 28@8ng Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima.



telah dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah N8miahun 2008 tentang
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, walaupun isinyaktidepenuhnya
memuaskan kelompok-kelompok Pedagang Kaki Lima. iukasi antara
Pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima selama iaidedangsung intensif
karena para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarlatifre terorganisir

dengan baik.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004, nkaerintah
daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengator ndengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat&tenenurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamnsigtegara Kesatuan
Republik Indonesid. Di dalam perumusan peraturan daerah, Pemerintah
Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang kendi@apai.
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi tidak bisapd#kan dari cukup
tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangaan&aemampuan
keuangan ini merupakan salah satu indikator permginga mengukur tingkat
keberhasilan otonomi suatu daerah.

Menurut Satjipto Raharjo, agar hukum berjalan alapat berperan
dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka lpeshatikan hal-hal
sebagi berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baikngamBsuk di dalamnya
mengenali dengan seksama masyarakat yang hendgkdneasaran

dari penggarapan tersebut.

® Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Penagyamt Daerah.



2. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyaraktal ini penting
dalam halsocial engineeringitu hendak diterapkan pada masyarakat
dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk, seprdisional,
modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentileamilai dari sektor
mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yatigg layak untuk
bisa dilaksanakan.

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengafek-efeknya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakamt@aoN3 Tahun
2008 tidak hanya dilakukan oleh Dinas PengelolaasaPdan Satuan Polisi
Pamong Praja, bahkan dalam merelokasi Pedagang Iiadd, Walikota
Surakarta selaku pembuat kebijakanpun ikut langsungn ke lapangan
untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota SurakamaoN8 Tahun 2008.
Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gesekan kepey#n antara Pedagang
Kaki Lima dan Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 T@0®8 memuat
beberapa pasal yang isinya mengenai larangan deajikan Pedagang Kaki
Lima yang berada di wilayah Kota Surakarta. Larandarangan tersebut
antara lain”:

a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanerkasi® KL;

b.  Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat kingga

® Sajhran BasahPerlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Adminsstidegara
Alumni, Bandung, 1992, him. 14.

’ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 TahuB Zedtang Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima.



c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk ripkelikan

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangarbgdagu;

d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selaangy telah

dinyatakan dalam ljin Penempatan;

e. Mengalihkan ljin Penempatan PKL kepada kpiltain dalam

bentuk apapun.

Pada prakteknya di lapangan masih banyak pelanggarag dilakukan
oleh para Pedagang Kaki Lima. Pelanggaran yangulién biasanya akan
dikenai sanksi oleh Dinas Pengelolaan Pasar daras&among Praja sebab
instansi tersebyt memiliki wewenang untuk menedibkPedagang Kaki
Lima. Seperti contohnya penertiban Pedagang KakiaLdi kawasan Jalan
Slamet Riyadi. Tim dari Satuan Polisi Pamong P¢8gipol PP) dan Dinas
Pengelolaan Pasar (DPP) membongkar bangunan PKdemhn Restoran
Orient karena tidak dibongkar oleh pemiliknya sdtekelesai berdagang
sebab di kawasan ini bangunan Pedagang Kaki lkineckdown(bongkar
pasang}. Selain itu ada juga pelanggaran yang dilakukah Bledagang Kaki
Lima di sejumlah jalan protokol, termasuk kawasdad@k di JI Slamet
Riyadi, JI Veteran, JI Kapten Mulyadi dan JI UripnSoharjo, masih terlihat
aktivitas sejumlah PKL walaupun di jalan-jalan &mst sudah disterilkan

dari PKL?

® http://www.solopos.com/2012/solo/penertiban-pkl-timbungan-tertibkan-pkl-di-jalan-
slamet-riyadi-1646553 Juni 2012, 20.15 WIB.

® http://www.solopos.com/2012/solo/penataan-pkl-tatiserot-dprd-1575668 Juni
2012, 20.15 WIB.




Guna mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Staratentang
Pedagang Kaki Lima sudah diberlakukan dengan baik lbenar sesuai
dengan konsep hukum normatif administrasi, makeelgemalam hal ini
akan mengambil judul “PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Ki&
SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN

PEDAGANG KAKI LIMA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah iklurasebelumnya

maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Kotketar Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki LirKatd Surakarta
?

2. Apakah penegakan Peraturan Daerah Kota Surakimmaor 3 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima teémluas dengan

Norma Hukum Administrasi ?

C. Tujuan Pendlitian
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan ParalDeerah kota
Surakarta tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan Peraturaralb&eta Surakarta
tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah sdsungian norma

hukum administrasi.

D. Tinjauan Pustaka



Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang alissistem
desentralisasi. Susunan organisasi Negara Indonesi@&i dari susunan
utama, yaitu : Susunan Organisasi Negara TingksatRian Tingkat Daerah.
Susunan organisasi tingkat daerah adalah terbatada psusunan
penyelenggaraan pemerintahaekgekutiff dan unsur-unsur pengaturan
(regelen dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasik ts&mua urusan
pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemérpuaat. Berbagai urusan
pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakarbatdauan satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonetaiu tugas
pembantuanniedebewijy Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam
Undang-Undang dan dalam berbagai peraturan pergadgatangan lainnya.
Sedangkan di daerah selain satuan pemerintahanbghgk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonamyngjkinkan dibentuk
satuan-satuan sebagai Aparat Pemerintah Pusat edlaldaSebagaimana
halnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mensilikunan organisasi
pemerintahan sendiri yang terdiri dari Kepala DaemPRD, Sekretaris
Daerah, Dinas-dinas, dan Badan Pertimbangan Da®rah.

Sedangkan pemahaman dari Pemerintah dapat dipahatalui dua
pengertian, pertam@emerintahan dalam artian fungsi pemerintahan étagi
memerintah). Fungsi dari Pemerintahan dapat ditantusedikit banyak

dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fyrgysindang-

Philipus M. Hadjon, et.al.Pengantar Hukum Administrasi Indonesi@ajah Mada
University Press, Ctk Kedelapan, 2002, him. 6.



undangan dan Peradilan. Pemerintahan dapat dir@mus&cara negative
sebagai segala macam kegiatan penguasa yang #dakdisebutkan sebagai
suatu kegiatan perundang-undangan atau peradiladual pemerintahan
dalam artian organisasi pemerintahan (kumpulan #&esatuan-kesatuan
pemerintahan), yang terdiri dari pribadi dan dewaman yang ditugaskan
untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukuniikpgadan-badan
pemerintahan). Maka suatu badan hanya memiliki wewg jika dia
diberikan suatu wewenang yang secara jelas disahkamrut hukum publik.
Serta badan-badan hukum perdata yang sesuai ddashetan hukum telah
didirikan dan oleh karena itu harus dianggap seb@gaasuk dalam pihak
pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukoimmiempunyai
wewenang untuk atas nama Negara melaksanakan aimdiailakan hukum
menurut hukum sipil. Selanjutnya yang dikategorikaalam pihak
pemerintahan adalah pegawai negeri yang telah k&redeh Negara secara
resmi dan para pekerja kontrak dengan pihak peta@rintelah
menandatangani kontrak kerja. Badan-badan pemieaintgawatan-jawatan
pemerintah dan para pegawai negeri memperoleh k&dndutama pada
berbagai tingkatan dalam lingkungan suatu negabparigsaan. Kebanyakan
negara mengenal disamping pemrintahan nasionalpyadauatu yang
bertingkat daerah atau propinsi dan suatu peméantiokal atau kotapraja.
Seiring dalam perkembangan kenegaraan dan penteinta

memunculkan kewajiban pemerintah untuk mewujudlesejahteraan umum



bagi para warganya dengan cara terlibat aktif ddahdupan ekonomi dan
sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujukiésgjahteraan umuf.
Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaiiggiaskan di
atas dibutuhkan suatu perangkat penegakan hukumg lyaik dan disertai
dengan peraturan perundang-undangan yang memabaigga tujuan yang
dicita-citakan bersama dapat terlaksana dengan Kailena pada dasarnya
penegakan hukum yang ditopang dengan perturan gemgrundangan
merupakan wujud hukum yang nyata bagi masyarakalbagaimana kita
ketahui bersama, hukum berfungsi sebagai perlirmlungnanusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus didklie. Perlindungan
hukum dapat berlangsung secara normal dan dartegj tdapat terjadi juga
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang teldlandgar harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukumnitenjadi kenyataan.
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang sekalushdiperhatikan
yaitu : kepastian hukumRgechtssicherhgit kemanfaatanz(veckmassigkejt
keadilan ¢erechtigkeit'?
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegaiskom antara

lain:

1.  Faktor hukumnya sendiri/substansial

"'Sudikno Mertokusumdylengenal HukurrLiberty, Yogyakarta, 1999, him. 145.
12 H

Ibid.
 Soerjono Soekant&aktor... op. cithim. 5.



Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin umgkmkan
penegakkannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suextaturan hukum
akan semakin sukarlah menegakkannya. Peraturanbgalkgdalah :

2.  Faktor Penegak Hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkdgam.

3.  Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, malek tmungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

4.  Faktor Masyarakat
Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atauapten.

5. Faktor KebudayaarC(lture)
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yerendasari
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan kpsskonsepsi
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehinggaut) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayasendasari
adanya hukum adat, yakni hukum kebiasaan yangKoertelain itu
juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yaibgntuk oleh
golongan tertentu yang mempunyai wewenang dan keerldi
masyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-ni@ng menjadi dasar
dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapdaku
efektif.
Dengan demikian semakin banyak persesuaian, semakin

memungkinkan untuk hukum itu ditegakkan. Kelimatéakiersebut saling



berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakamsiedari penegakan
hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efelds/penegakan hukuth.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandurag-mii&i atau
konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfagosial dan
sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. MenwBatjipto Raharjo,
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegalaitde atau
konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakamhad#talah usaha untuk
mewujudkan ide-ide tersebut menjadi ny3ta.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat membefaat atau
berdaya gunaufility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat
juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk apencsuatu
keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pdngbahwa apa yang
dianggap berguna (secara sosiologis) belum tenkubagitu juga sebaliknya
apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belsntu berguna bagi
masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanyangmnginkan
adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suaatupgn yang dapat
mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakalm itu adil atau
tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa per@rinuntuk segera
membuat peraturan secara praktis dan pragmatisdahatukan bidang-
bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntuiasyarakat tanpa

perkiraan strategis, sehingga melahirkan peratpesaturan yang bersifat

Ibid, him. 6.

' Satjipto Raharjo,Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan SosiologB)nar Baru,
Bandung, 1988, him. 15.



tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lafk&éhatnya kurang
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalasyamakat.

Faktor penegak hukum yang paling sentral dibandieggan faktor-
faktor yang lain. Hal itu disebabkan, oleh karemad&hg-Undang disusun
oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakanpaiebgak hukum dan
penegak hukum dianggap sebagai golongan panuthmusyarakat lua$.
Dengan adanya ketegasan dari penegak hukum atagp satanya
pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukrsebté¢ akan berjalan
secara efektif.

Dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undapgaguasa
biasanya menyertai dengan izin. Penolakan terhaglagiu izin hanya
dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh pergméidak dipenuhi atau bila
suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada serotang yang
memenuhi kriteria. Jadi dapat disimpulkan bahwa merupakan instrumen
bagi penguasa atau pemerintah untuk mempengarujawaasyarakat agar
mengikuti cara yang diajukan oleh pemerintah yarneapai tujuan yang
konkret.

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surakarta N8riahun 2008

a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keama dan

kesehatan lingkungan tempat usaha.

'® Soerjono Soekantdaktor... op. cit Ctk. 4 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
him. 55.



b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagdeggan
tertib dan teratur.

c. Menempati sendiri tempat usaha izin yang dimilileiny

d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Dasatpunyai
kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa ntargamti rugi.

e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketenwaktu usaha
PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan olelikéta.

f.  Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalanJgaha PKL.

g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkeenaadan
prasarana di luar jam operasional yang telah dikemt oleh Walikota

atau pejabat yang ditunjuk.

E. Metode Pendlitian
1. Obyek Pendlitian
Obyek penelitian ini adalah Penegakan Peraturanraba&ota
Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengeloladagdeg Kaki Lima
di Kota Surakarta oleh Dinas Pengelolaan Pasar otakarta.
2. Subjek Penelitian
a. Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta yimgkili oleh
Bambang Edi Santoso, Kabid Penegakan Perundangwgaala
Peraturan Daerah Satpol PP.
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakartg diwakili oleh
Didik, S.P, M.E, Kabid Pembinaan Dinas PengeloRasar.

3. Sumber Data



a. Data Primer, berupa keterangan atau informasj giperoleh secara
langsung dari subyek penelitian tentang Penegakakuid Perda
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang PengeloRedagang
Kaki Lima.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh pemektalui peraturan
perundang-undangan dan buku-buku terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer, peneliti mengganakistrumen
pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawan&epada
subyek penelitian.

b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti akamakokan studi
pustaka. Bahan kepustakaan yang dikaji adalah Hadlaan yang
mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdpéndekatan
yuridis sosiologis, yakni pendekatan dari sudutdaag hukum yang
berlaku di masyarakat dan penerapannya di lapangan.
6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitagiaitu dengan
menyajikan data secara deskriptif dan dianalistarse kualitatif dengan
menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikanpaarggambarkan data

yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilianddikelompokkan



menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawabgsalahan dengan
pendekatan yuridis sosiologis, dengan langkah selbagikut :
a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan psatahan
penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan.
c. Data yang telah diperoleh disistematikan kemudianalisis untuk

dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



